
 

91 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian mengenai Collaborative Governance dalam pengelolaan 

Agrowisata Kebun Belimbing menggunakan teori kolaborasi dari Ansell dan 

Gash untuk mendeskripsikan proses Collaborative Governance dalam 

pengelolaan Agrowisata Kebun Belimbing di Desa Ngringinrejo Kabupaten 

Bojonegoro. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka peneliti 

menarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Berdasarkan hasil dari dialog tatap muka : Proses dialog langsung dalam 

pengelolaan Agrowisata Kebun Belimbing mengalami asimetri atau 

ketimpangan yang tajam. Di tingkat internal desa, interaksi berjalan ideal 

dan rutin melalui forum musyawarah bulanan antara BUMDes Tirto Abadi, 

Pokdarwis Agro Jaya, dan masyarakat petani untuk meredam konflik lokal. 

Namun secara vertikal, komunikasi dengan pihak eksternal, khususnya 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, mengalami 

kemunduran sejak tahun 2022 karena hanya bersifat insidental (per event). 

Pola komunikasi yang kurang efektif ini menyebabkan pengelola lokal 

mengalami keterbatasan akses informasi mengenai arah kebijakan strategis 

daerah. 

2. Berdasarkan hasil membangun kepercayaan : Ditemukan adanya dualisme 

kepercayaan yang kontradiktif dalam pengelolaan kawasan wisata. Modal 

sosial di lingkungan internal desa terbangun sangat kompak berkat adanya 
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komitmen transparansi yang tinggi melalui pelaporan sirkulasi keuangan 

tiket masuk serta bagi hasil dalam forum desa. Sebaliknya, terjadi 

pengikisan rasa percaya profesional dari aktor swasta (seperti MCM Hotel 

Wisata) yang mulai meragukan kompetensi operasional pengelola lokal 

akibat lambatnya respons terhadap pemeliharaan fasilitas fisik pariwisata 

yang rusak di lapangan.  

3. Berdasarkan komitmen pada proses : Tingkat komitmen andil aktif dari para 

aktor lokal cenderung melonggar pasca-pandemi dan sering kali hanya 

menjadi formalitas di atas kertas. BUMDes Desa Ngringinrejo 

menunjukkan kelalaian akuntabilitas dengan membiarkan aset makro 

(seperti gedung graha pertemuan bantuan pemerintah) terbengkalai hingga 

ambruk dengan alasan ketiadaan alokasi anggaran operasional. Lemahnya 

komitmen juga ditunjukkan oleh Pokdarwis Agro Jaya dalam aspek 

digitalisasi pemasaran, di mana divisi IT tidak berjalan konsisten akibat 

ketiadaan SDM yang aktif memperbarui konten promosi. Kondisi ini 

kontras dengan komitmen Paguyuban Jelajah Taman Bumi (JTB) yang 

konsisten mematuhi dokumen kerja sama Memorandum of Understanding  

(MoU) terkait kontribusi bagi hasil. 

4. Berdasarkan hasil pemahaman bersama : Seluruh pemangku kepentingan 

lintas sektor telah memiliki kesamaan pemahaman pada pihak makro, yaitu 

sepakat bahwa pengembangan Agrowisata Kebun Belimbing bertujuan 

sebagai motor penggerak peningkatan ekonomi masyarakat Desa 

Ngringinrejo. Namun, pada pihak mikro, terjadi benturan perspektif yang 
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tajam dalam mendefinisikan akar masalah penurunan pengunjung periode 

2022–2024. Pihak internal (masyarakat dan Pokdarwis) menganggap 

masalah utama adalah kejenuhan wahana dan kerusakan fasilitas, sedangkan 

pihak eksternal (MCM Hotel Wisata) menilai letak kelemahan utamanya 

ada pada buruknya pelayanan prima serta minimnya pemanfaatan teknologi 

informasi pemasaran. 

5. Berdasarkan hasil sementara : Kolaborasi ini sebenarnya berhasil 

melahirkan hasil sementara, seperti penyelenggaraan Festival Belimbing 

tahunan, rintisan paket wisata edukasi pertanian (geotour) bersama JTB, 

status Biosite Geopark Bojonegoro, serta pelibatan riset akademis. 

Meskipun demikian, hasil smeentara yang bersifat non fisik ini belum 

mampu memberikan dampak finansial yang signifikan bagi keberlanjutan 

destinasi. Seluruh pendapatan tiket masuk habis total untuk membiayai 

operasional harian dan gaji karyawan, sehingga pengelola tidak memiliki 

surplus anggaran untuk memperbaiki wahana fisik yang rusak. Akibatnya, 

hasil kolaborasi ini gagal menahan tren penurunan drastis jumlah 

pengunjung dari tahun 2022 hingga 2024. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian di atas, peneliti memberikan 

beberapa saran yang diharapkan dapat membangun maupun dapat dijadikan 

masukan serta pertimbangan. Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro 

1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diharapkan tidak hanya berinteraksi 

saat adanya event tahunan. Dinas perlu membangun mekanisme dialog 

tatap muka berkala (seperti forum triwulanan) bersama pihak desa dan 

pengelola wisata untuk menyelaraskan kebijakan makro daerah dengan 

kebutuhan riil di lapangan. 

2) Dinas perlu memberikan pendampingan intensif, khususnya dalam 

program digitalisasi pemasaran dan standardisasi pelayanan prima. Selain 

itu, diperlukan fungsi pengawasan (monitoring) yang lebih ketat terhadap 

pemanfaatan aset atau bantuan sarana prasarana yang telah diberikan 

kepada pengelola lokal agar kegagalan fungsi aset tidak terulang. 

3) Dinas diharapkan dapat bertindak sebagai mediator yang menjembatani 

pengelola lokal dengan jejaring swasta yang lebih luas (seperti perhotelan, 

biro perjalanan, dan UMKM skala besar) guna membantu memulihkan 

tingkat kunjungan wisatawan pasca-pandemi 

2. Bagi Pengelola Agrowisata Kebun Belimbing (Pemerintah Desa, BUMDes 

Tirto Abadi, dan Pokdarwis Agro Jaya) 

1) Perlu adanya re-negosiasi dan evaluasi internal untuk memperjelas tata 

kerja serta tanggung jawab masing-masing aktor. BUMDes dan Pokdarwis 

harus bekerja sama secara sinergis dalam mengelola unit usaha pariwisata 

tanpa adanya tumpang tindih fungsi operasional. 

2) Pemerintah Desa bersama BUMDes wajib menyisihkan persentase 

tertentu dari pendapatan tiket masuk atau Pendapatan Asli Desa (PADes) 
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secara konsisten untuk pos anggaran pemeliharaan fasilitas fisik. Hal ini 

penting agar aset penunjang (seperti gazebo, wahana bermain, dan gedung 

pertemuan) tidak terbengkalai dan kenyamanan wisatawan tetap terjaga. 

3) Pokdarwis Desa Ngringinrejo perlu mengaktifkan kembali secara 

konsisten divisi IT dan promosi media sosial untuk memperluas jangkauan 

pasar. Selain itu, pengelola bersama masyarakat petani harus mulai 

merumuskan inovasi produk wisata baru (seperti paket edukasi pertanian 

yang lebih variatif) guna mengatasi kejenuhan pengunjung. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

1) Bagi peneliti yang tertarik untuk mengkaji objek penelitian yang sama, 

disarankan untuk melengkapi analisis menggunakan teori atau model tata 

kelola lain, seperti model Pentahelix Collaboration atau Network 

Governance. Hal ini bertujuan untuk memotret peran aktor akademisi, 

media, dan komunitas secara lebih mendalam dan komprehensif. 

2) Peneliti selanjutnya dapat mengombinasikan metode kualitatif dengan 

kuantitatif (mixed methods) untuk mengukur secara presisi pengaruh atau 

dampak ekonomi dari hasil kolaborasi (intermediate outcomes) terhadap 

kesejahteraan riil masyarakat sekitar destinasi wisata. 

3) Mengingat penelitian ini memiliki keterbatasan waktu, peneliti 

selanjutnya disarankan untuk melakukan pengamatan dengan durasi 

yang lebih panjang guna melihat konsistensi komitmen para aktor lintas 

sektor setelah diterapkannya kebijakan atau struktur pengelola yang baru. 
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